SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

NOMOR 30/HM.03.1-Kpt/3375/KPU-Kot/X/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

Menimbang

Mengingat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN,

a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan integritas

pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan yang bersih
dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu
dilakukan pengendalian terhadap grafitikasi;

bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi
Pemilihan Nomor 15 Tahun 2015 tentang pengendalian
gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum,
dijelaskan bahwa pengendalian gratifikasi mengikat dan
wajib dipatuhi oleh seluruh jajaran KPU, PPK, PPS,PPLN,
KPPS, dan KPPSLN;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan
tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota

Pekalongan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang . . .
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890);
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor
06718);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 196);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita

Negara . . .
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11.

12.

13.
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Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1763);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236).

Memperhatikan . . .



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA
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1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 945/PW.01/11/2021 Perihal Pembentukan
Saaatuan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan
Nomor : 947 /HM.03.1-BA/3375/KPU-Kot/X /2021
tanggal 25 Oktober 2021 tentang Pembentukan Satuan
Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas, wewenang dan fungsi satuan tugas unit
pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU sebagaimana berikut :

a. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan
penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian
Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota
dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan;

b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan
dan laporan pemberian Gratifikasi kepada UPG Komisi
Pemilihan Umum dengan tembusan kepada UPG Komisi
Pemilihan Umum Provinsi;

c. Menyampaikan basil pengelolaan Gratifikasi dan usulan
kebijakan Gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan
Umum Kota melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kota;

d. Mengkoordinasikan . . .



KETIGA
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Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi
aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota dan Badan
Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan;

Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada UPG
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam pelaksanaan
Peraturan mengenai Gratifikasi;

Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas
status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi;

Meminta data dan informasi kepada satuan kerja
tertentu dan/ atau setiap jajaran Komisi Pemilihan
Umum Kota dan Badan Penyelenggara Ad hoc
Pemilu/Pemilihan terkait pemantauan penerapan
program pengendalian Gratifikasi; dan

Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang
disampaikan oleh setiap Jajaran Komisi Pemilihan
Umum Kota dan Badan Penyelenggara Ad hoc

Pemilu/Pemilihan dan/atau Pihak Ketiga.

Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai

tugas sabagai berikut :

a.

Melaksankana koordinasi dalam rangka menyusun
perencanaan kegiatan;

Melaksanakan koordinai dalam rangka menyusun
program dan jadwal, sebagai dasar penetapan oleh
Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan;

Menerima dan menindaklanjuti laporan penerimaan
Gratifikasi;

Menyimpan, menginventarisasi, dan
mendokumentasikan laporan penerimaan Gratifikasi;
Melaksanakan sosialisasi tentang peraturan dan
petunjuk teknis pengendalian gratifikasi kepada
personil Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan;

Menyusun laporan penyelenggaraan gratifikasi.

KEEMPAT . ..



KEEMPAT

KEEMPAT

KELIMA
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Tugas Personalia dalam Unit Pengendalian Gratifikasi

sebagaiman dimaksud dalam DIktum KESATU adalah;

a. Pengarah bertugas untuk mengarahkan, mengawasi,
memberikan bimbingan teknis dan mengevaluasi
pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU
Kota Pekalongan;

b. Ketua bertugas untuk mengkoordinir, merencanakan,
membagi tugas, melaksanakan sosialisasi dan
memfasilitasi, mengevaluasi dan menyampaikan laporan
pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan tugas tim unit
pengendali gratifikasi di lingkungan KPU;

c. Sekretaris bertugas untuk menyiapkan bahan/data,
mengkoordinasi pelaksanaan tugas Tim, melaksanakan
penelaahan dan menyampaikan laporan penelaahan
serta menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan
dan tindak lanjut laopran secara berjenjang kepada
Pimpinan;

d. Anggota Dbertugas untuk menerima, mencatat,
menginventarisir, menyiapkan kelengkapan bahan/data
yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
pengendalian  gratifikasi dan tugas tim  unit
pengendalian gartifikasi di lingkungan KPU Kota
Pekalongan.

Prosedur penanganan laporan gratifikasi di lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan mengacu pada

ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15

tahun 2015, serta petunjuk dari UPG Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Jawa Tengah, dan/atau UPG Komisi

Pemilihan Umum.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya

Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan

Nomor: SP DIPA-076.01.2.657562/2021 tanggal 23

November 2020.

KEENAM . ..



KEENAM
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Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN,
ttd.

RAHMI ROSYADA THOHA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PEKALONGAN
NOMOR /HK.03.1-Kpt/3375/KPU-Kot/X/ 2021

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

SUSUNAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

JABATAN DALAM KEDUDUKAN
NO NAMA DINAS DALAM UPG
1 | RAHMI ROSYADA THOHA, SH Ketua KPU Kota Pengarah
Pekalongan
2 | SAIFUL AMRI, S.Pd.I Anggota KPU Kota Pengarah
Pekalongan
3 | MUH. BILAL, SHI Anggota KPU Kota Pengarah
Pekalongan
4 | MURSID SALIMI, S.Ag Anggota KPU Kota Pengarah
Pekalongan
5 | FAJAR RANDI YOGANANDA Anggota KPU Kota Pengarah
Pekalongan
6 | MUNSYI ROFIANA, SH Sekretaris KPU Kota Ketua
Pekalongan
7 | AGUS BUDI PURNOMO,SH Kasubbag Hukum Sekretaris
8 | YUDI ROLIES PRIYADI, SH. M.A Kasubbag Teknis dan Anggota
Hubmas
9 | MOKHAMAD ZAINUDIN,S.Sos Kasubbag Program dan Anggota

Data

inan sesuai dengan aslinya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN,

ttd.

RAHMI ROSYADA THOHA




